DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISIV DPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI,
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS)

Tahun Sidang . 2024 - 2025

Masa Sidang o

Rapat . Ke-4

Jenis Rapat . Rapat Kerja

Hari/Tanggal . Rabu, 30 Oktober 2024

Sifat . Terbuka

Pukul : 10.05WIB s.d 15.30 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.

Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan
November 2024;

2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) || BPK
RI Tahun 2023;

3. Lain-lain.
Ketua Rapat . Lasarus, S.S0s.,M.Si
Sekretaris . Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota . ....dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra . Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

|.  PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.05.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan
terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan
Menteri Pekerjaan Umum pada hari ini adalah Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024
sampai dengan November 2024, Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem)
[ BPK RI Tahun 2023, dan lain-lain.

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk menyampaikan
paparan dan penjelasannya.

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.
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KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR Rl mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat
penyelesaian semua rekomendasi BPK RI dalam Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem)
Il BPK RI Tahun 2023 dan mengambil langkah preventif agar temuan-temuan tersebut
tidak berulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan capaian
serapan APBN TA 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RlI, di mana capaian per
25 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Kementerian Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Pekerjaan Umum 60,83% 66,13%

3. Komisi V DPR Rl meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk:

a. Program berbasis masyarakat seperti P3TGAI, Sanimas, Pamsimas, Pisew, Kotaku,
Sandes, Jembatan Gantung, TPS3R, Absah, dan lain-lain tetap menjadi prioritas dari
kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum;

b. Program Inpres Jalan Daerah menjadi prioritas untuk dilanjutkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum;

c. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jalan Tol;

d. Mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam pengusahaan
tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol;

e. Melaksanakan digitalisasi kondisi Jalan Nasional dan Jalan Tol;

f. Melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum penetapan kenaikan tarif Tol oleh
Pemerintah:

g. Meningkatkan pengawasan terhadap setiap proses lelang serta memberikan
kesempatan berusaha yang lebih luas kepada penyedia jasa konstruksi di daerah;

h. Memperbanyak program dan kegiatan di bidang infrastruktur sumber daya air untuk
mendukung ketahanan pangan.

4. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan
jawaban tertulis atas pertanyaan, saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 15.30.WIB.

Jakarta, 30 Oktober 2024
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